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BAB I

Gambaran Umum

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat berlangsung dengan bijaksana, transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana
dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu upaya yang
ditunjukkan dari sistem Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya bidang
Kesehatan Masyarakat (Satuan Kerja 03) Dinas Kesehatan Tahun 2021 dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94
Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari impiementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemeriniahan yang baik (good
governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kesehatan Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinetja yang telah
dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini Bidang Kesehatan Masyarakat.

2, Mendorong Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan di dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan,
kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bidang Kesehatan Masyarakat untuk
meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan laporan kinerja Pembinaan Kesehatan Masyarakat merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2021 dalam mencapai target dan sasaran program
seperti yang tertuang dalam rencana strategis, dan ditetapkan dalam Dokumen Penetapan

Kinerja Pembinaan Kesehatan Masyarakat oleh pejabat yang bertanggungiawab.



C. Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan dan Peraturan Gubernur No.9 tahun 2020 tentang Perubahan Afas
Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Keschatan. Dinas Kesehatan merupakan unsur

pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1.
2.

Kepala Dinas Kesehatan DIY yang membawahi;
Sekretariat terdixi dari :

a. Subbagian Umum;

b. Subbagian Kevangan;

¢. Subbagian Program.

. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri dari -

a. Seksi Pengendalian Penyakit;
b. Seksi Pencegahan Penyakit;

. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari;

a. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus:
b. Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan

Fasilitas Kesehatan Lain;

. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan;

. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari;

a. Sekst Standarisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan;

b. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.

. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 masih menggunakan struktur Perdais 3 tahun
2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun
Renstra 2017-2022 yang ditetapkan pada Mei 2018 disusun berdasarkan proyeksi struktur
baru Pemerintah Daerah DIY.




Gambar 1. Struktur Dinas Kesehatan DIY 2018
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D. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kesehatan DIY sesuai dengan pasal 3 ayat (1) pada Peraturan Gubernur DIY
Nomor 57 Tahun 2015 adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan
dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
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. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan

2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan

3.

Pengendalian penyakit, pengelolaan surveillans dan kejadian luar biasa, imunisasi serta




pelaksanaan penyehatan lingkungan

Pengelolaan keschatan dasar, rujukan khusus

Penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan

Pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan

Pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

N s

Pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmmasi, makanan, minuman dan alat
kesehatan
9. Pengembangan obat dan upaya kesehatan tradisional
10. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan
12. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan
13. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan
tugasnya.
. Isu-isu Strategis
Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali
dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum
isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu
Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan antara lain sebagai berikut:
l. Kesetaraan derajat kesehatan D1Y dibandingkan berbagai wilayah di Asia Tenggara
Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita
Status Gizi
Kematian akibat penyakit tidak menular
Potensi endemisitas penyakit menular
Mutu dan akses pelayanan kesehatan

Jaminan dan pembiayaan kesehatan

@ N o W B W

Bencana, wabah dan kecelakaan



BABII

Perencanaan Kinerja

A.Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja antara Kementerian Keschatan yang diwakili Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat dengan Dinas Kesehatan DIY pada pada program di lingkup
Bidang Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang
merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kementerian dan
instansi tehnis di daerah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber
daya yang tersedia.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat
untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Perjanjian penetapan kinerja
tahun 2021 yang telah ditandatangani bersama oleh Direktur Jenderal Keschatan
Masyarakat dan Kepala Dinas Kesehatan DIY berisi beberapa indikator.

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat
Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari 20 Indikator yang
dianggap dapat merefleksikan kinerja program di lingkup kesehatan masyarakat, yang
meliputi:

Tabel 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

NO | Sasaran Indikator Kinerja | Target Nasional { . Target -
Program/Kegiatan | Proyinsi
1. | Pembinaan Gizi I. | Persentase kab/kota yang 70% 60%
Masyarakat melaksanakan surveillans gizi
2. | Persentase puskesmas yang 20% 29%

menyelenggarakan tatalaksana

gizi buruk pada balita

3. | Persentase bayi usia kurang dari 6 45% 76%
bulan mendapat ASI Eksklusif
2. | Pembinaan 1. | Jumlah Kabupaten / Kota yang 200 Kab/Kota 1 Kab/Kota
Kesehatan Keluarga menyelenggarakan pelayanan

kesehatan Tbu dan bayi baru lahir
2. | Jumlah kabupaten / kota yang 200 Kab/Kota 3 Kab/Kota
menyelenggarakan kesehatan

balita




Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan Anak Usia Sekolah dan
Remaja

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan
Pelayanan kesehatan usia
reproduksi

Persentase Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan pelayanan

kesehatan lanjut usia

150 Kab/Kota

200 Kab/Kota

50%

3 Kab/Kota

5 Kab/Kota

60%

Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan kesehatan
kerja

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan kesehatan

olahraga

334 Kab/Kota

308
Kab/Kota

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

Penyehatan

Lingkungan

Persentase Desa/Kelurahan Stop
Buang Air Besar Sembarangan
(SBS})

Jumlah Kabupaten/kota Sehat
(KKS)

Persentase sarana air minum yang
diawasi / diperiksa kualitas air
minumnya sesuai standar
Jumlah fasyankes yang memiliki
pengelolaan limbah medis sesuai
standar

Persentase Tempat Pengelolaan
Pangan (TPP) yang memenuhi
syarat sesuaj standar

Persentase Tempat dan Fasilitas
Umum (TFL yang dilakukan

pengawasan sesuai standar

50%

220 kab/kota

64%

3000 fasyankes

44%

60%

100%

5 Kab/Kota

64%

199 fasyankes

44%

60%

Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase Kab/Kota vang
menerapkan kebijakan gerakan
masyarakat hidup sehat
Persentase Kab/Kota

melaksanakan pembinaan

35%

70%

35%

70%




posyandu aktif

Meningkatnya
koordinasi
pelaksanaan tugas,
pembinaan dan
pemberian dukungan
manajemen
Kementerian

Kesehatan

WNilai Penerapan Reformasi
Birokrasi Lingkup Ditjen
Kesehatan Masyarakat
Persentase kinerja RKAKL
lingkup kesehatan masyarakat

57.5%

85%

57,5%

5%




BAB I

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya
memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan
instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governmance) untuk memastikan bahwa
manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi
penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia. Pengukuran kinerja dalam penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja
sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan
realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Laporan kinerja merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure} secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Indikator kinerja program Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi DIY
terdiri dari:
1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2021

No | Sasaran Indikator Kinerja | Target | Target | Cap
Program/Kegiatan - | Nasional | Piovi

© @ (3) @ » 6

| Pembinaan Gizi 1. | Persentase kab/kota

70% 60% 60%
Masyarakat yang melaksanakan

surveillans gizi

2. | Persentase puskesmas
20% 29% 100%

yang
menyelenggarakan
tatalaksana gizi buruk
pada balita

3. | Persentase bayi usia 4s% 26% 80,7%
kurang dari 6 bulan
mendapat ASI

Eksklusif
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a. Persentase kab/kota yang melaksanakan surveillans gizi

Kegiatan surveilans gizi merupakan salah satu kegiatan utama dalam program gizi.
Dengan adanya surveilans gizi ini, keadaan gizi di masyarakat dapat selalu diketahui
perkembangannya dan kemudian diambil tindakan intervensi, ataupun hasil surveilans
sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan.

Dalam situasi pandemi seperti saat ini, kebijakan Kementerian Kesehatan adalah
melakukan penyesuaian definisi operasional dari indikator tersebut, menjadi : kabupaten
kota yang sudah entri ke sigizi terpadu lebih dari 60% sasaran. Tahun 2021, dari target
60% kabupaten kota, maka terdapat realisasi sebesar 60% kabupaten kota yang sudah
melaksanakan surveilans gizi. Hal tersebut mengindikasikan sudah baiknya pelaporan
puskesmas ke sigizi terpadu / EPPGBM.

. Persentase puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada balita

Indikator selanjutnya adalah puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada balita,
yaitu puskesmas yang mempunyai tim asuhan gizi buruk terdiri dari 3 orang, yaitu dokter,
perawat / bidan dan ahli gizi yang ketiganya sudah dilatih Tata Laksana Gizi Buruk.

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan tidak dilaksanakannya pelatihan tersebut,
akhirnya ada perubahan definisi operasionalnya menjadi : puskesmas yang memiliki SOP
tata laksana gizi buruk yang kemudian diupload ke dalam sigizi terpadu. Dari update data
terakhir hasilnya sudah 100% puskesmas di DIY mampu tatalaksana gizi buruk, jauh lebih
tinggi dari target yang direncanakan awal (29%).

. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

Capaian pemberian ASI Eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan di DIY sudah jauh
diatas target yang diharapkan. Namun bila angka ini disandingkan dengan capaian
pemberian ASI eksklusif pada bayi § bulan 29 hari menunjukkan masih banyak bayi yang
tidak lulus ASI Eksklusif selama 6 bulan.

Pada situasi pandemi covid-19, terlihat adanya peningkatan dalam pemberian ASI
eksklusif di DIY.
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2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Keluarga Tahun 2021

No | = Sasaran Indikator Kinerja Target. |- -Capai
Program | Nasional | | rovin .
/Kegiatan o ¥ :

2 Pembinaan Jumlah Kabupaten / Kota yang 200 1 1
Kesehatan menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota
Keluarga kesehatan Ibu dan bayi baru lahir
Jumlah kabupaten / kota yang 200 3 3
menyelenggarakan kesehatan Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota
balita
Jumlah Kabupaten/Kota yang 150 3 5
menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota
kesehatan Anak Usia Sekolah dan
Remaja
Jumlah Kabupaten/Kota yang 200 5 5
menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota
Pelayanan kesehatan usia
reproduksi
Persentase Kabupaten/Kota yang 50% 60% 100%

menyelenggarakan pelayanan

kesehatan lanjut usia

a. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Bayi Baru Lahir

Indikator ini merupakan indikator komposit vang terdiri dari beberapa sub indikator yaitu

- Seluruh puskesmas menyelenggarakan kelas ibu hamil di 50% desa/kelurahan, data di

DIY seluruh puskesmas sudah menyelenggarakan kelas ibu hamil.

- Cakupan K4 minimal 85%, di KOMDAT capaiannya nel (0) karena K4 di kab/kota di
DIY tidak ada yang memenuhi dikarenakan sasarannya menggunakan data dari Pusdatin

(proyeksi) sedangkan jika dengan data riil sudah terpenuhi.

- Seluruh  puskesmas

kegawatdaruratan maternal dan neonatal

dengan tempat tidur

mampu

memberikan  pelayanan

- Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 Rumah Sakit mampu melakukan penanganan kasus

rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
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- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyelenggarakan AMP minimal 1 kali setiap 3 bulan,
ada 4 kabupaten dari 5 kab/kota di DIY yaitu Kab Kulonprogo, Kab. Bantul, Kab.
Gunungkidul dan Kab. Sleman jika dengan kriteria minimal 1 kali setiap 3 bulan tidak
memenuhi, sedangkan realitasnya pelaksanaan AMP lebih dari 4 kali namun waktunya
tidak sesuai kriteria yaitu minimal sekali setiap 3 bulan atau 4 kali dalam setahun.

- Dengan demikian hanya kota yang memenuhi indikator ini dengan catatan cakupan K4 di
aplikasi KOMDAT nol (0) karena capaian K4 tidak memenuhi 85%, sedangkan bila
menggunakan data riil capaian K4 Kota Yogyakarta sudah mencapai 87,54%

Indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan
bayi baru lahir harus paripurna mulai dari sisi pengetahuan, jenis dan waktu pelayanan,
ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan evaluasi. Pengetahuan ibu hamil dan
keluarga diharapkan meningkat melalui kelas ibu hamil. Analisis penyebab kematian
ibu dan bayi menunjukkan bahwa salah satu penyebab kamatian karena keterlambatan
keluarga dalam mengambil keputusan. Dari aspek layanan kesehatan diharapkan 85%
ibu hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standar baik dari sisi waktu maupun jenis
layanan. Terdapat fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan
kegawatdaruratan maternal dan neonatal baik pada faskes tingkat pertama maupun
faskes rujukan. Dan terakhir bila ada kematian dilakukan AMP agar dapat dilakukan

evaluasi dan tindak lanjut sehingga tidak terjadi kematian dengan alasan yang sama.

b.Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator ini merupakan indikator kompesit yang terdiri dari beberapa sub indikator yaitu :
- Seluruh puskesmas melaksanakan kelas ibu balita sedikitnya 50% desa/kelurahan.
- Seluruh puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS
- Seluruh puskesmas melaksanakan SDIDTK

Indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan balita meliputi pelayanan
untuk peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga melalui kelas balita, pelayanan kesehatan
ketika sakit dan pemantuan perkembangan melalui SDIDTK. Pada indikator ini, ada tiga
(3) kabupaten/kota sudah memenuhi persyaratan. Sedangkan 2 kabupaten belum
memenuhi persyaratan kabupaten / kota yang menyelenggarakan keschatan balita yaitu
Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman belum memenuhi persyaratan karena
belum melaksanakan kelas ibu balita.

Pelaksanaan kelas ibu balita di beberapa kabupaten telah didukung dengan
adanya dana desa. Adanya pembatasan sosial karena pandemi Covid-19 menyebabkan
kegiatan yang tadinya direncanakan untuk kelas ibv hamil menjadi terhambat, sedangkan

masyarakat belum terbiasa bila kegiatan dilakukan secara daring. Upaya yang telah
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dilakukan adalah membentuk grup melalui aplikasi pesan sebagai upaya edukasi pada

keluarga balita.

¢, Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak Usia
Sckolah dan Remaja

Indikator ini merupakan indikator komposit yang terdiri dari beberapa indikator yaitu :
- Minimal 40% puskesmas mampu tatalaksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

(PKPR)

- Setiap Puskesmas membina minimal 20% sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M vang ada di wilayah kerja Puskesmas,

Pada indikator ini capaian target DIY adalah lima (5) Kabupaten/Kota bisa
menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Yang masih

menjadi pekerjaan rumah adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan peduli
remaja. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada anak usia
sekolah dan remaja adalah pembuatan aplikasi mobile skrining anak sekolah. Melalui
aplikasi berbasis android orang tua atau siswa bisa mengisi kondisi kesehatan, bila ada

kelainan akan ditindaklanjuti oleh puskesmas.

d.Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia

Reproduksi

Indikator ini merupakan indikator kompeosit dengan sub indikator :

- Minimal 50% puskesmas di wilayah kerja memberikan pelayanan reproduksi calon
pengantin (kespro catin)

- Seluruh puskesmas di wilayah kerja mampu dan melakukan pelayanan KB Pasca
Persalinan

Kabupaten‘kota di DIY sudah 100% (5 kab/kota) yang memenuhi kriteria sebagai

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan usia reproduksi. Puskesmas sudah

melaksanakan kespro catin karena sudah ada kerjasama dengan KUA surat keterangan

sehat tidak hanya pemeriksaan oleh dokter namun pemeriksaan kesehatan lain seperti

pemeriksaan Hb. konsultasi kesehatan dan konsultasi dengan psikolog.

¢. Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut
Usia
Indikator ini merupakan indikator komposit yang terdiri dari beberapa sub indikator yaitu :
- Puskesmas membina posyandu lansia di 50% desa di wilayah kerjanya

- Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun lansia
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- Kabupaten/Kota melaksanakan program perawatan jangka panjang bagi lansia minimal

di 10% puskesmas.

Untuk indikator kabupaten/kota menyelengparakan pelayanan kesehatan lanjut usia semua
kabupaten/kota di DIY memenuhi syarat tersebut. Beberapa faktor pendukung terdapat
capaian tersebut antara lain posyandu lansia di DIY sudah lama berjalan dan partisipasi

masyarakat cukup baik disamping itu 90% puskesmas di DIY sudah santun lansta.

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun

2021
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Target - “Target .| -Cap:
/Kegiatan Nasional | Provinsi | Proy
5y @) @) @ | ® | ®
3 Pembinaan Upaya |1 [ Jumlah Kab/Kota yang 334 5 5
Kesehatan Kerja menyelenggarakan Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota
dan Olahraga keschatan kerja
2 | Jumlah kabupaten / kota 308 5 5
yang menyelenggarakan | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota
kesehatan olahraga

Tercapainya target 2021 merupakan kumulatif adanya dukungan:

a. Adanya penanggung jawab program Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinkes
Provinsi dan Kabupaten

b. TOT Kesehatan Kerja di tingkat pusat dan pelatihan kesehatan kerja di tingkat provinsi
dan kabupaten kota yang berkesinambungan dan terstruktur,

c. Sosialisasi dan advokasi terkait kesehatan kerja dengan sasaran LS/LP

d. Optimalisasi dana dekonsentrasi untuk orientasi kesehatan kerja dan olahraga

e. Terbangunya jejaring dengan LS/LP serta OP

f. Peningkatan komunikasi dan koordinasi melalui pemanfaatan media

komunikasi digital seperti whatsapp group pusat, dan PJ Kesjaor daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat faktor penghambat pencapaian indikator antara lain,

yaitu:

a. Terbatasnya jumlah dan distribusi SDM kesehatan kerja dan olahraga.

b. Seringnya terjadi pergeseran/ rotasi pegawai di daerah sehingga berdampak pada

kesinambungan kegiatan
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c.

Jabatan rangkap pengelola kesehatan kerja dan olahraga khususnya dibidang

administrasi.

d. Terjadinya penurunan anggaran kesehatan kerja dan olahraga baik melalui dana

dekonsentrasi atau APBD,

Tercapainya target indikator puskesmas yang melaksanakan keschatan olahraga

dikarenakan adanya faktor pengungkit dan pendorong yaitu :

a.

4,

SDM/Pengelola Kesehatan Olahraga Beberapa daerah telah memiliki petugas khusus
pengelola kesehatan kerja dan olahraga, sudah terorientasi/terlatih sampai ke level
puskesmas. Pemegang program keschatan kerja dan olahraga memahami kegiatan

kesehatan olahraga sehingga memudahkan mereka mencapai target indikator tahun
2021

. Koordinasi dan sinergitas Koordinasi dan sinergitas dilakukan dengan melibatkan

lintas program dan lintas sektor terkait pada kegiatan yang dilakukan. Kegiatan
terintegrasi dengan linfas program sehingga memudahkan dalam pencapaian target.

Koordinasi kebugaran jasmani jemaah haji, dalam pelaksanaan sudah dilakukan
dengan melibatkan lintas sektor yaitu Kanwil Kemenag di level Kabupaten/Kota dan
Kantor Urusan Agama serta KBIH untuk memudahkan perolehan data dan

pelaksanaan pengukuran kebugaran jasmani calon jamaah haji.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2021

No | Sasaran Indikator Kinerja Target Target Capaian
Program Nasional Provinsi Provinsi
/Kegiatan

4 | Penyehatan Persentase desa/kelurahan Stop 50% 100% 100%

Lingkungan Buang Air Besar Sembarangan
(SBS)
Jumlah Kabupaten/kota Sehat 220 kab/kota Skab/kota | 5 Kab/kota
(KKS)
Persentase sarana air minum yang 64% 64% 67%
diawasi / diperiksa kualitas air
minumnya sesuai standar
Jumlah fasyankes yang memiliki 3000 199 199
pengelolaan limbah medis sesuai fasyankes fasyankes | fasyankes
standar
Persentase Tempat Pengelolaan 44% 44% 70.12%
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Pangan (TPP} yang memenuhj
syarat sesuai standar

6. | Persentase Tempat dan Fasilitas 60% 60% 87.78%
Umum (TFU) yang dilakukan

pengawasan sesuat standar

a. Persentasc desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melaksanakan progranm Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat pada tahun 2008. Pilar yang diutamakan yang akan di capai adalah Pilar
Satu STBM, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan. Program tersebut secara
serempak dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan terget sesuai dengan kondisi
masing-masing kabupaten kota. Pada tanggal 18 Nopember 2017 telah
mendeklarasikan sebagai propinsi Stop BABS, merupakan satu satunya propinsi di
Indonesia. Dari pencapaian tersebut bukan berarti di DIY tidak ada masalah lagi
terkait buang air besar, namun masih ada masalah terakit kepemilikan jamban
keluarga. Belum semua kepala keluarga memiliki sarama jamban keluarga di
rumahnya. Untuk itu pada sejak tahun 2018 di DIY mengadakan program Bantuan
Keuangan Khusus Jamban (BKK Jamban). Sasaran dari program BKK Jamban

adalah masyarakat yang tidak mampu.

b. Jumlah Kabupaten/kota Sehat (KKS)

I. Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman,

aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya
penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati

masyarakat dan pemerintah daerah”

. Definisi Penyelengparaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumberdaya daerah yang dilakukan
untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat melalui forum yang difasilitasi oleh

pemerintah kabupaten/kota”

- Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat (KKS) di DIY sudah berlangsung selama 7 periode

penghargaan setiap dua tahun sekali. Sebagaimana tahun sebelumnya, 5

kabupaten/kota atau 100% kabupaten/kota telah menyelenggarakan kab/kota sehat.

4. Hasil perolehan swastisaba yang diperoteh oleh DIY adalah :

Nol .

Kab/Kota | 2005 2007 2009 2011 2013 | 2015 )

Kulonprogo padapa

wiwerda

17

wiwerda




Bantul

padapa

wiwerda

wistara

wistara

wistara

wistara

Gnkidul

padapa

wiwerda

wistara

wistara

wistara

wistara

wistara

Sleman

padapa

wiwerda

wiwerda

wistara

wistara

wistara

wistara

Kota Yk

wiwerda

wistara

wistara

wistara

wistara

wistara

wistara

wistara

wistara

JUMLAH

1 | 3 4 4 5 4 7 7

Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat di DIY diharapkan dapat menghantarkan DIY
menjadi daerah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk vang
dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang
terintegrasi dan telah disepakati masyarakat bersama pemerintah daerahnya. Pada
tahun 2019 DIY sudah mendapatkan swastisaba Wistara untuk Kota Yogyakarta,
Kab. Bantul. Kab. Gunungkidul dan Kab. Sleman. Sedangkan Kab. Kulonprogo

mendapat swastisaba Wiwerda.

DIY pada tahun ini mengajukan 5 kabupaten/kota memperoleh swastisaba Wistara.
Sebagai syarat sebuah Kabupaten/Kota memperoleh swastisaba Wistara lebih dari 3
kali maka DIY pada tahun 2017 telah mencapai beberapa target komitmen akses
berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi yang layak 100-0-100 yang dibuktikan

dengan :

Akses jamban 100% berdasarkan data pada aplikasi e-monev stbm yang dilaporkan

dan diperbaharui secara realtime oleh sanitarian puskesmas

- Deklarasi Propinsi Stop BABS yang pertama di Indonesia pada tanggal 17 Nopember

2017

Penghargaan STBM berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan sebagai provinsi yang

berkomitmen tinggi terhadap program STBM

Desa STBM yang terverifikasi mengimplementasikan 5 pilar STBM sebanyak 192
desa’kelurahan.

Pada verifikasi KKS tahun 2021, penyelenggaraan kegiatan KXS jauh berbeda dengan
tahun sebelumnya karena tahun 2020-2021 ini sedang terjadi pandemi global Corona
Virus Desease 2019 (Covid-19). Sebagian kegiatan yang mencerminkan upaya
mewujudkan daerah yang sehat, aman, dan nyaman bagi warganya banyak didominasi
oleh upaya penanganan dan pengendalian Covid-19. Upaya ini dilakukan tidak hanya
oleh sektor kesehatan tapi juga sektor lain dan swasta. Berbagai inovasi dan
percepatan pengendaiian covid-19 telah dilakukan DIY yang terangkum dalam inovasi

kegiatan.
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¢. Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai
standar
Tujuan ke 6 Tujuan Pemabangunan Berkelanjutan adalah menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka
mencapai twjuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target
yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air
minum layak, akses terhadap sanitasi lavak, kualitas air dan limbah, serta
pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air.
Upaya-upaya vang dilakukan untuk mencapai target-targel tersebut dijabarkan pada
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun
organisasi non pemerintah. Salah satu upaya evaluasi dari pencapaian target tersebut
adalah dilakukan upayva pemantauan terhadap capaian program, salah satunya adalah
pemantauan terhadap kualitas air minum.
Pengawasan lcrhadap saraina air minum didefinisikan sebagal Penyelenggara air
minum yg diawasi kualitas hasil produksinya secara eksternal oleh Dinas Kesehatan
Provinsi/Kab/Kota dan KKP dibuktikan dg jumlah sampel pengujian kualitas air.
Penyelenggara air minum terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum, Sarana Air
Minum Pedesaan, Kelompok Pemakai Air, dan Depot Air Minum Isi Ulang. Prinsip
utama sarana yang mejadi target pengawasan adalah sarana komunal.
Jumlah sarana yang menjadi sasaran pada tahun 2021 di DIY sebanyak 1342 sarana
vang tersebar di kabupaten/kota. Langka langkah pengawasan sarana air minum
adalah sebagai berikut:
1} Pendataan sarana air minum, output yang dihasilkan adalah baseline data dan
kepemilikan sarana air minum yang menjadi data dasar pengawasan selanjutnya.
2) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sarana air minum dengan menggunakan
formulir IKL yang telah distandarisasi oleh Kemenetrian Kesehatan dan berlaku
secara nsional. Qutput dari IKL ini adalah diketahuinya tingkat resiko sarana air
minum berdasarkan skoring hasil IKL yang dibagi dalam 3 kategori : Resiko
Rendah, Resiko Sedang dan Resiko Tinggi. Sarana air minum yang mempunyai
resiko sedang dan tinggi, tidak perlu diambil sampelnya karena jelas sudah masuk
kategori sarana yang tridak memenuvhi syarat kesehatan. Sanitarian
merekomendasikan intervensi dengan perbaikan sarana baik yang dilakukan
keluarga secara mandiri, mendapatkan bantuan dari desa atau proyek nasional
seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS).
3) Pengambilan sampel air minum untuk sarana air minum yang masuk kategori

resiko rendah. Pengambilan sampel dilakukan oleh sanitarian puskesmas dan
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sampel dikirim ke laboratorium di Kab/Kota karena seluruh Kab/Kota di DIY
telah mempunyai laboratorium air minum dan lingkungan bahkan sudah
terakreditasi.
Ketiga langkah tersebut yang menjadi SOP pengawasan air minum di DIY. Data
capaian air minum berdasarkan laporan yang diunggah dan di update sanitarian
melalui aplikasi e-monev Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM), namum pada
tahun 2021 aplikasi tersebut mengalami perbaikan sehingga pelaporan dilakukan
secara manual dan berjenjang dari puskesmas, kabupaten dan propinsi. Pada tahun
2021, sarana air minum yang dialkukan tercapai sebanayk 78,8% dengan target awal
65%. Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target pengawasan
sarana air minum adalah :
1) Ketersediaan anggaran untuk biaya pemeriksaan laboratorium
Pada tahun 2021. pandemi Covid — 19 masih terjadi di DIY, sehingga banyak
anggaran yang dilakukan refokusing untuk kegiatan penanganan pandemi.
2} Ketersediaan tenaga untuk melakukan pengawasan.
Petugas pelaksana utama pengawasan sarana air minum adalah petugas
puskesmas dan dinas keschatan kabupaten/kota. Pada saat inipun petugas juga

disibukan dengan penangan pandemi covid — 19.

Air minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan berdampak pada tingginya
penyakit yang berkaitan dengan air (water based dan water borne desease),
meningkatnya angka infeksi yang ditularkan air, kualitas air yang digunakan untuk
cuci tangan pakaij sabun, dan bahkan bisa mempengaruhi angka kematian ibu, angka
kematian bayi dan stunting. Intervensi yang akan dilakukan adalah dengan
meningkatkan kegiatan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) bagi air minum
komunal, klorinasi bagi sarana air minum yang dimiliki individu dan berdasarkan hasil
sampling air minum mengandung bakteri e.coli dan coliform yang melebihi baku
mutu, dan pemberdayaan pilar ketiga STBM yaitu penyediaan makanan dan minuman

tumah tangga yang sehat.

Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar
Kategori fasyankes sesuai PP 47 Tahun 2020 ada 10 jenis fasyankes , namun
sesuai definisi operasional dari kementerian kesehatan maka fasyankes yang
melakukan pengelolaan limbah adalah rumah sakit dan puskesmas yang terdaftar di
kementerian Kesehatan. DIY pada tahun 2021 mempunyai 78 rumah sakit dan 121

puskesmas yang merupakan penghasil limbah medis dan telah dilakukan pembinaan
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kesehatan lingkungan maupun pengelolaan limbahnya, Standar pengelclaan limbah
rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesechatan nomor 7 tahun 2019 tentang
kesehatan lingkungan rumah sakit. Namun untuk puskesmas, pengelolaan limbahnya
belum ada repulasi setingkat keputusan menteri yang mengaturnya. Secara prinsip,
pengelolan limbah fasyankes dapat dilihat dari pemilahan, pewadahan, pengangkutan,
pengumpulan pengangkutan, dan pengolahan.
Laporan pengelolaan limbah saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena adanya
pendemi covid-19. Jika laporan tahun 2019 hanya melaporkan limbah medis maka
pada tahun 2021 ada tambahan laporan limbah covid-19 dan limbah vaksinasi. Saat ini
pelaporan limbah secara online ada dua aplikasi yang dipakai vaitu aplikasi e-monev
pengelolaan limbah medis dari kementerian Kesehatan dan aplikasi Sistem Pelaporan
Limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Namun aplikasi e-
monev PLM bermasalah pada servernya sehingga laporan limbah mengacu pada
laporan offline yang dikirimkan oleh fasyankes ke Dinas Kesehatan Kab/Kota.
Sebanyak 78 rumah sakit dan 121 puskesmas sudah melaporkan limbahnya perodik
bulanan, schingga 78 rumah sakit dan 121 puskesmas ini telah melaksanakan
kewajibannya untuk melakukan pengelolan limbahnya.
Pada tahun 2021, di DIY hanya ada 1 rumah sakit yang memiliki pengolahan limbah
secara termal berupa incinerator dan telah mempunyaiu ijin operasional dari
kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sedangkan fasyankes lainnya telah bekerjasama dengan pihak ketiga berijin dalam
memusnahkan limbahnya. Sebagian besar mempunyai dokumen kerjasama secara
tripartit antara penghasil, pengangkut dan pengolah. Sebagian kecil mempunyai
perjanjian kerjasama secara bipartit antara pengolah dan penghasil.
Beberapa kendala dalam pelaporan pengelolan limbah adalah :
I) Format laporan limbah berbeda antara kesehatan dan lingkunggan hidup
2) Beberapa rumah sakit dan puskesmas belum memilah antara limbah medis dan
limbah covid-19
3} Beberapa rumah sakit dan puskesmas ada yang tidak rutin melaporkan pengelolaan
limbahnya karena keterbatasan sumber daya karena dalam pengelolaan limbah
covid-19 memerlukan handling khusus dan banyaknya tugas pelayanan

pengendalian covid-19 di lapangan.
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Jumlah fasyankes di DIY Tahun 2021

Fasyankes " Kota | Bantul | Kulon Proge | Gunungkidul | ‘Slémit

Kabkota
Puskesmas 18 27 21 30 25 12]
Rumah Sakit 17 15 10 6 27 78

¢. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai
standar
Keamanan pangan merupakan salah satu isu sentral yang berkembang di
masyarakat, baik karena masih banyaknya kasus-kasws keracunan bahan pangan
maupun semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap
makanan yang sehat dan halal. Pangan yang tidak sehat dapat menjadi tempat
berkembangnya penyakit, sehingga dapat diartikan bahwa pangan juga sebagai media
penularan penyakit. Perlu disadari bahwa semua kejadian dan akibat buruk dari
pangan yang tidak aman. menjadi peringatan bagi pemerintah dan pelaku usaha
pangan serta konsumen tentang pentingnhya penanganan keamanan pangan secara
terus menerus. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya keamanan pangan adalah
dengan menerbitkan Kepmenkes Nomor 1098 tahun 2003 tentang Persyaratan
Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Dalam Permenkes
tersebut, pengusaha pangan (restoran dan jasa boga) wajib memiliki Sertifikat
Higiene Sanitasi. Sertifikat Higiene Sanitasi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan sebuah Aplikasi Germas PAS.
Germas PAS yang dijadikan nama aplikasi ini merupakan singkatan dari Gerakan
Masyarakat Pangan Aman Sehat. Aplikasi Germas PAS merupakan suatu aplikasi
yang didedikasikan kepada masyarakat untuk memudahkan dalam memperoleh
informasi Tempat Pengelolaan Pangan yang aman dan sehat sesuai dengan standar
Higiene Sanitasi Pangan,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah tujuan wisata
di Indonesia. Sebagai daerah tujuan wisata, sudah selayaknya Pemerintah Daerah
memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan, Selain memberikan
keamanan dan kenyamanan dalam arti luas, keamanan dan kenyamanan dalam
pangan juga diperlukan. Salah satu upaya yang dialkukan adalah dengan melakukan
pengawasan terhadap tempat pengelolaan pangan. Tempat Pengelolaan Pangan yang
menjadi sasaran pengawasan adalah pempat pengelolan pangan siap saji yang

meliputi Jasa Boga. Restoran, Makanan Jajanan dan Depot Air Minum.
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f.

Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan
sesuai standar

Definisi Tempat dan Fasilitas Umum (TFLU) adalah suatu tempat dimana umum
(semua orang} dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan
kegiatan baik sccara insidentil maupun terus menerus.

Tempat fasilitas umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan
penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya Kondisi
lingkungan tempat-tempat umum yang tidak terpelikara akan menambah besarnya
resiko penvebaran penyakit serta pencemaran lingkungan sehingga perlu dilakukan

upaya pencegahan dengan menerapkan sanitasi lingkungan yang baik.

Data Tempat dan Fasilitas Umum di DIY

Kab kota Jumlah SD | Jumlah Jumlah Jumlah RS | Jumlah
memenuhi | SMP Pasar memenuhi | Puskesmas
syarat dan | memenuhi | memenuhi |syaratdan | memenuhisyarat
Jumlah SD | syarat dan | syaratdan |Jumlah RS | dan Jumlah

Jumlah Jumlah Puskesmas
SMP Pasar

Kota Yogyakarta | 160/171 54763 20726 17/ 18 18/18

Kab. Bantul 3757410 9g /112 31 /45 15/ 15 27 127

Kab, Kulonprogo | 357 /376 58778 31731 10/ 10 2'1/21

Kab. 524 /555 1207135 13730 6/6 30730

Gunungkidul

Kab. Sleman 527/ 539 124 7 138 397356 27127 25725

Total 1.943/2.051 | 4557526 134/ 188 77178 121 /121

Prosentase 94,73 86.50 71,27 98,71 100

TTU memenuhi 90, 24

syarat keschatan

Capaian Pengawasan terhadap TTU di DIY menggunakan data profil yang
dikirimkan oleh kab/kota karena data yang ada pada e-monev TTU mengalami
kendala pada sustainable server dan kemampuan puskesmas untuk mengakses
aplikasi .

Beberapa kendala dalam pengawasan TTU :

1) Pada masa pandemi banyak TTU yang tutup sehingga data lebih mengandalkan
pada raport TTU yang dibuat oleh pengelela TTU

2) Hasil IKL yang telah dilakukan pengawasan belum dimasukan ke aplikasi e-
monev TTU
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5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021

Sasaran Indikator Kinerja | Target | - Targe
Program o | Nasional | Provm
/Kegiatan | - .
Promosi 1. | Persentase Kab/Kota 35% 35% 100%
Kesehatan dan yang menerapkan
Pemberdayaan kebijakan gerakan
Masyarakat masyarakat hidup sehat

2. | Persentase Kab/kota 70% T0% 100%
melaksanakan

pembinaan posyandu
aktif

Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas dengan kriteria :

1. Memiliki Kebijakan Germas sesuai dengan Inpres no [ tahun 2017 (melaksanakan 5 kluster
germas) dan atau kebijakan berwawasan kesehatan. Melaksanakan Penggerakan Masyarakat
dalam mendukung 5 (lima) kluster Germas minimal 3 kali setahun, dengan melibatkan lintas
sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan
atau mitra potensial. Persentase desa yang | mengalokasikan dana desa secara bertabap sampai
minimal 10% dari bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk

kesehatan.
2, Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif
Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif dengan kriteria:

1. Memiliki Pokjanal yang disahkan melalui keputusan Bupati/walikota Memiliki Pokjanal

yang keanggotaannva terdiri dari lintas sektor terkait pengembangan Posyandu tingkat
Kabupaten/Kota.

2. Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun Mengadakan pertemuan
rutin setiap tahun minimal 2 kali untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan

kegiatan.

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader Melakukan

peningkatan kapasitas bagi petugas puskesmas dan kader yang berasal desa‘kelurahan di
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wilayah kabupaten/Kota.

4. Memiliki sistim pelaporan kegiatan Posyandu Memiliki dan menggunakan sistim dalam
melakukan pelaporan kegiatan Pesyandu sehingga tersedia laporan posyandu seperti SIP

online dan atau Si Cakep.
5. Posyandu aktif minimal 50%

Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM). Keberadaan posyandu sampai saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan balita.
Posyandu memiliki lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana,
imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Posyandu dikelola dan
diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat. Tahun 2021 Persentase Kab/kota
melaksanakan pembinaan posyandu aktif ditargetkan 70% persen posyandu aktif dan
capaiannya sudah 100%. Perkembangan posyandu ke arah posyandu mandiri tidak terlepas
dari kurang berperan sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan posyandu
terutama dalam hal dukungan dana untuk operasional kegiatan posyandu. Saat ini dana
operasional posyandu sebagian besar masih berasal dari bantuan pemerintah. Kedepannya

perlu upaya intensif untuk meningkatkan jumlah posyandu mandiri

6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2021

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

/Kegiatan Nasional | Provinsi
Meningkatnya t. | Nilai Penerapan Reformasi 57.5% T 57.5% 575% —
koordinasi Birokrasi Lingkup Ditjen Kesmas (indikator
pelaksanaan tugas, Persentase kinerja RKAKL pada untuk
pembinaan dan program pembinaan kesehatan kinenja
pemberian masyarakat pusat)
dukungan 2. | Persentase kinerja RKAKL 85% 85% 79.36%
manajemen lingkup kesehatan masyarakat
Kementerian
Kesehatan
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Capaian indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen mencapai 79.36% adalah nilaj yang
diperoleh dari nilai SMART dalam monev kemenkeu di akhir tahun 2021. Nilai SMART
adalah nilai yang mencerminkan dari perhitungan realisasi anggaran, konsistensi RPD awal,
konsistensi RPD} akhir. capaian realisasi output, dan efisiensi anggaran. Dari sisi penyerapan
anggaran sebenarnya sudah sangat baik yaitu 97.77%, capaian realisasi output juga sempurna
100%, efisiensi anggaran 2.23% (nilai efisiensi maksimal 20% dimana efisiensi semakin
tinggi semakin baik karena diharapkan dengan penggunaan sumber-sumber yang yang
terbatas sudah mampu mencapai output kegiatan yang direncanakan), namun dalam hal
konsistensi rencana penarikan anggaran terhadap realisasi anggaran masih rendah yaitu
57.59% kondist ini terjadi di rentang waktu antara bulan juli s.d oktober dikarenakan pada
saal ity kasus konfirmasi covid-19 di DIY sedang tinggi termasuk kasus yang meninggal,
kondisi ini menyebabkan sumber daya yang ada sedang fokus dan dikerabkan terhadap
penanganan Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda dan menyebabkan

nilat SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) menjadi tidak optimal.

2) Realisasi Anggaran

Anggaran yang diperjanjikan antara Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan dengan
Kepala Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp. 774.159.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
761.467.550,00 atau sebesar 97.77%.

pengadaan barang khususnya dalam pengadaan kampanye media, efisiensi dukungan

Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam
operasional satker. Rincian pagu anggaran dan realisasi kegiatan program keschatan
masyarakat dijabarkan pada tabel §.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2021

No | Kegiatan Pagu B Realisam (%) .
Anggaran Rp) | Rp) |

1 Pembinaan Gizi Masyarakat 17.400.000 17.400.000 100%

2 Pembinaan Kesehatan Keluarga 201.131.000 200.677.500 | 99%

3. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan 39.761.000 39.760.200 95%
Olahraga

4 Penyehatan Lingkungan 40.990.000 40.989.975 099%

5 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 368.860.000 366.159.875 99%
Masyarakat

6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 94.417.000 84.880.000 | 89.89%
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Pembinaan Kesehatan Masyarakat 774.159.000 | 761.467.550 | 97.77%

26




Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat tahun 2021 terdiri dari 6 kegiatan dengan pagu
anggaran total Rp. 774.159.000,00 dan serapan realisasi anggaran Rp. 761.467.550,00 atau
mencapai 97,77%. Kegiatan yang serapan anggaran rendah dibandingkan kegiatan lainnya
adalah kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 89.89%, hal inil disebabkan karena
¢fisiensi dukungan operasional satker dimana honor pejabat pengadaan tidak di realisasikan
dikarenakan kegiatan pejabat pengadaan biasanya untuk pejabat pengadaan paket meeting
untuk kegiatan di dalam satker, untuk anggaran tahun ini kegiatan dengan sifatmya luring

hampir tidak diselenggarakan,

27



BAB IV
KESIMPULAN
Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari 20 Indikator yaitu:

Persentase kab/kota yang melaksanakan surveillans gizi, Persentase puskesmas mampu

tatalaksana gizi buruk pada balita, Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI

Eksklusif, Jumiah kabupaten / kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi

baru lahir, Jumiah kabupaten / kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita, Jumlah

kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja,

Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan keschatan usia reproduksi,

Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia, Jumlah

kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja, Jumlah kabupaten / kota yang

menyelenggarakan kesehatan olahraga, Persentase desa/kelurahan SBS, Jumlah kab/kota sehat

(KKS), Persentase air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar,

Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar, Persentase Tempat

Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar, Persentase tempat dan fasilitas

umum (TFU}  yang dilakukan pengawasan sesuai standar, Persentase Kab/Kota yang

menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat, Persentase Kab/Kota melaksanakan
pembinaan posyandu aktif, Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan kesehatan
masyarakat,

I. Dari 20 indikator kinerja program kegiatan yang telah melampaui target sebanyak 7 indikator
kinerja, capaian kinerja kegiatan yang sama dengan target sebanyak 7 indikator, vang tidak
mencapai target sebanyak 6 indikator. Ke-duapuluh indikator tersebut dilaksanakan di tingkat
provinsi, kabupaten/kota, dimana Dinkes DIY berperan memastikan indikator tersebut
berjalan dengan menerapkan juknis, juklak dan pedoman dan memastikan kabupaten/kota
melaksanakan, melaksanakan kegiatan untuk mendukung agar indikator kinerja tercapai dan
melakukan monitoring serta evaluasi.

2. Pada tahun 2021. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIY
mendapat anggaran sebesar Rp. 774.159.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 761.467.550,00
atau 97,77%. Penyerapan anggaran Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat pada tahun
anggaran 2021 sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi covid-19, banyak kegiatan yang
akhirnya direfocushing dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

3. Rekomendasi ;

1} Penyesuaian indikator pada masa pandemi, pandemi covid-19 belum ada tanda tanda
selesal, untuk itu menyebabkan pelaksanaan program kegiatan dari berbagai sumber
pendanaan pusat dan daerah menjadi terhambat, sebagian besar justru dilakukan

refocusing anggaran untuk penanganan covid-19. Beberapa pelaksanaan program
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kegiatan tak terpengaruh oleh karena naik dan turunnya anggaran tetapi di lapangan
aktifitas masyarakat, akses masyarakat terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan sangat terhambat dengan adanya pandemi. Sehubungan dengan hal itu
maka penyesuaian indikator perlu dilakukan.

Pada kondisi pandemi perlu dilakukan perubahan sistem atau metode pelaksanaan
kegiatan. Kegiatan yang semula dengan metode tatap muka beralih ke metode dalam
jaringan. Untuk itu perlu difasilitasi sarana dan prasarana yang memadai sebagai

pendukung perubahan metode.

i
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